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HATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah 2021 - 2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi
serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah
kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan
mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam
pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan
dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam
lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran
pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi
pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SYAHFIRI, SE
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19681013 199903 1 006
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1.2

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Fungsi Renja Akhir SKPD adalah sebagai acual awal dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja Akhir SKPD memuat antara lain
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara garis besar meliputi, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Selanjutnya Renja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 20244,

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat
Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten/Kota.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan
hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

J. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

|. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2016-2021;

0. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024 2



1.3

1.4

p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Ked
Keu

udukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
angan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Maksud dan tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pagu indikatif tahun 2024 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan

An

ggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Se
1.

dangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :
Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun
mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas

dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

tahun sebelumnya.

. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan

Tengah.

Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Perkiraan
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Capaian Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan serta target kinerja dan
pendanaan
BAB V PENUTUP
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BAB I

HASIL EVALUASY RENIA PERANGKAT

2.1

DAERAH TAHUN LALY

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset
Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BKAD diatur dalam
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, tugas BKAD adalah
Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku
Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan
keuangan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BKAD melaksanakan
pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi:

1) Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan

APBD, perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

2) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan
barang milik daerabh;

3) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

4) Mengendalikan Pelaksanaan APBD;

5) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistema penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

6) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah
dengan instansi /lembaga terkait ;

7) Menetapkan Surap Penyediaan Dana (SPD);
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8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah ;

Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerabh;
Menyajikan informasi keuangan daerah;

Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik
daerabh;

Mengendalikan dan mengawasi tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah
(BUD);

Mengevaluasi  rancangan  Peraturan Daerah  tentang APBD
Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota;

Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah terhadap PD,
BULD, serta Kabupaten/Kota:

Mengkoordinasikan Penyusunan dukomen perencanaan pedan dokumen
anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubernur

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja

Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai

sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra

SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target

kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat

keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator

dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD dan capaian renstra sampai dengan

Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir :
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja e [REEEEE
arge 9 - ! Target Capaian Target Renstra
Kinerja Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu P kat D h s/d
Urusan/Bidang Capaian Kinerja (tahun n-2) el el SCIELEUIPELEENS
: dan (tahun berjalan)
Urusan . . Program Hasil .
. Indikator Kinerja Kegiatan
Kode Pemerintahan . (Renstra Program . _
Daerah dan slcsenied ey Perangkat dan casi - (R Realisasi :
: g Target Realisasi | Tingk | perangkat Capai Tingk
Program/kegiatan Daerah) Keluaran Renja Renja at Daerah apaian at
Tahun s/d dengan ; aera Program dan -
9 Perangkat Perangkat | Realis | (g 1 g Capai
2023 | Tahun (n-3) -~ | tahunn-1) | Kegiatan s/d
Daerah Daerah asi tahun berjalan an
- - 0, 0,
tahun (n-2) | tahun (n-2) (%) (tahun n-1) (%)
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG
5/2|1 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5| 2/1] 101 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 20
5/2/1] 1.01 Perencanaan Jumlah dokumen Renja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 60%
Dokumen
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah dokumen 5
5/2/1] 1.01 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% | 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
k
RKA-SKPD perencanaan Dokumen
Koordinasi dan Jumlah dokumen 5
512/1] 1.01 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
bah Dok
Perubahan RKA-SKpD | Perencanaan perubahan okumen
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5
5/211] 1.01 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
SKPD Pelaksanaan Anggaran Dokumen
Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024 7




Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5
51211 1.01 Penyusunan Pelaksanaan Perubahan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
Perubahan DPA-SKPD | Anggaran
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen rencana 10
5211 1.01 Capaian Kinerja dan keria. realisasi Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 60%
Ikhtisar Realisasi 12
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Jenis Laporan 10 0 o
5/2/1| 1.01 Perangkat Daerah Evaluasi Dokumen 2 Dokumen | 2Dokumen | 100% | 2 Dokumen 2 Dokumen 60%
Administrasi
5/211| 1.02 Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan 0 0
512|1] 1.02 Tunjangan ASN Tunjangan ASN 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 60%
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 5 0 o
521 1.02 Keuangan Akhir Tahun | akhir tahun Dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 100% | 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 5
51211 1.02 Keuangan semesteran P Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD
Eglr;yuosr:ﬂa;an Analisis Jumlah rekonsiliasi laporan 5
5/211] 1.02 pora o realisasi anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 100% | 1 Dokumen 1 Dokumen 60%
Prognosis Realisasi SKPD Dokumen
Anggaran
Administrasi Barang
5/211] 1.03 Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
. i umlah jenis asuransi enis enis enis () enis enis 0)
5/ 21| 1.03 ,\Pﬂ‘ﬁlnkggr;‘:rr;”SBKaFﬂaDng Jumlah jeni i 15 Jeni 3 Jeni 3 Jeni 100% 3 Jeni 3 Jeni 60%
Pemanfaatan Barang Jumlah aset milik daerah yang . . . 0 . . o
5121 1.03 Milik Daerah SKPD dikelola 35 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 100% 7 Lokasi 7 Lokasi 60%
Administrasi
5/2|1| 1.05 Kepegawaian
Perangkat Daerah
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Pendidikan dan I
Pelatihan Pegawai Jymlah_PNS yang mengikuti
5/2|11] 1.05 |9 Berdasarkan Tuaas diklat/bimtek/seminar/kursus/| 35 Orang 7 Orang 7 Orang '100% 7 Orang 7 Orang 60%
dan Fungsi 9 okakarya/workshop
Administrasi Umum
5|2 1]1.06 Perangkat Daerah
Penyediaan
Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik untuk 65 13 13 1000 13 o
5121 1.06 |1 Listrik/Penerangan bangunan kantor Komponen Komponen Komponen 100% Komponen 13 Komponen 60%
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan | Jumlah jenis belanja
. an Perlengkapan peralatan/perlengkapan enis enis enis () enis enis ()
5121 1| 1.06 | 2 dan Perlengk I /perlengk 30 Jeni 6 Jeni 6 Jeni '100% 6 Jeni 6 Jeni 60%
Kantor kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah lokasi yang . . . . .
. membutuhkanperalatankebers okasi okasi okasi () okasi okasi ()
512|1] 1.06 3RumahTan a butuhk I keb 5 Lok 1 Lok 1 Lok '100% 1 Lok 1 Lok 60%
99 ihan dan bahan pembersih
52| 1) 1,06 | 4 fopyeduanSaan | humit Jenis Logsthoms | g0 sens
Penyediaan Barang Jumlah jenis barang cetakan
51/2|1] 1.06 | § Cetakan dan dan fotoJcopy 9 30 Jenis 6 Jenis 6 Jenis '100% 6 Jenis 6 Jenis 60%
Penggandaan
Penyediaan Bahan
51 2| 1| 1.06 | 6 Bacaan dan Peraturan | Jumlah jenis media cetak 10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis '100% 2 Jenis 2 Jenis 60%
Perundang-undangan
5/2|1| 1.06 | 8 Egi':l'}as' Kunjungan ‘r]n“;‘(f:éj:r:a;'i:frﬂiﬂ”a” 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan '100% | 12 Bulan 12 Bulan 60%
Penyelenggaraan Durasi keperluan untuk
512| 1] 1.06 | 9 Rapat Koordinasi dan | Rapat-rapat Koordinasidan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan '100% 12 Bulan 12 Bulan 60%
Konsultasi SKPD Konsultasi dalam daerah
Dukungan
1 Pelaksanaan Sistem Jumlah Laporan Pelaksanaan
5/2/1| 1.06 Pemerintahan Sistem PemerintahanBerbasis 15 Jenis 3 Jenis 3 Jenis '100% 3 Jenis 3 Jenis 60%
1 Berbasis Elektronik Elektronik
pada SKPD
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Pengadaan Barang
Milik Daerah
5|21} 1.07 Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
. engadaan Mebe . enis enis enis () enis enis Q)
5| 2| 1| 1.07 | 5 Pengadaan Mebel iﬂugl‘]'k‘j‘ehléﬁn's pengadaan 20 Jeni 4 Jeni 4 Jeni 100% 4 Jeni 4 Jeni 60%
1 Pengadaan Sarana
dan Prasarana Jumlah gedung kantor yang 1000 o
521 1.07 0 Gedung Kantor atau dipelinara 10 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 100% | 2 Gedung 2 Gedung 60%
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana
1 dan Prasarana Jumlah jenis belanja . . . . . .
512111 1.07 Pendukung Gedung 10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 2 Jenis 60%
1 perlengkapan gedung kantor
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
5/2|1| 1.08 Penunjang Urusan 60%
Jjang
Pemerintahan Daerah
5/ 2| 1| 1.08 | 1 Penvediaan Jasa Jumlah paket jasa pengiriman |5 5o 2 Jenis 2 Jenis '100% 2 Jenis 2 Jenis 60%
) Surat Menyurat surat-menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Pembayaran
512| 1] 1.08 | 2 Komunikasi, Sumber ana dilakukan Y 20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis '100% 4 Jenis 4 Jenis 60%
Daya Air dan Listrik yang
Penyediaan Jasa Jumlah jenis peralatan dan
5121 1] 1.08 | 3 Peralatan dan perlengkapan kantor 25 Jenis 5 Jenis 5 Jenis '100% 5 Jenis 5 Jenis 60%
Perlengkapan Kantor yang dipelihara
Penyediaan Jasa Terakomodirnya gaji ASN
5121 1] 1.08 | 4 Pelayanan Umum PPPK/TEKON BKAD Prov. 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan '100% 12 Bulan 12 Bulan 60%
Kantor Kalteng
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
5121} 1.09 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya .
512|1] 1.09 | 2 Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan dinas yang 10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis '100% 2 Jenis 2 Jenis 60%
- diurus perizinan danperbaikan
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
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Operasional atau
Lapangan
5121 1] 1.09 | 5 Pemeliharaan Mebel \;Aaggggupremellharaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan '100% 12 Bulan 12 Bulan 60%
Pemeliharaan Jumlah jenis peralatan kerja
5121 1] 1.09 | 6 Peralatan dan Mesin yang dipj)erbai[ljd ! 25 Jenis 5 Jenis 5 Jenis '100% 5 Jenis 5 Jenis 60%
Lainnya
5/21|1.09 |7 .'?ggg"[‘;;ﬁg“et fj;‘nrg'sajhatr)zrt‘:r?”'tas' ruman 5 Lokasi 1 Lokasi 1Lokasi | '100% | 1 Lokasi 1 Lokasi 60%
Pemeliharaan/Rehabil Jumlah pekerjaan rehabilitasi 40
: . . AN, . ) 0
51211 1.09 | 9 E;srll gzs;sgaﬁa&?ﬁnya sedang/beratgedung kantor Pekerjaan 8 Pekerjaan | 8 Pekerjaan 100% | 8 Pekerjaan 8 Pekerjaan 60%
Pemeliharaan/Rehabili
1 tasi Sarana dan Jumlah paket pekerjaan 15
51211 1.09 Prasarana Pendukung | pagar, halaman dan tempat . 3 Pekerjaan 3 Pekerjaan '100% | 3 Pekerjaan 3 Pekerjaan 60%
1 Gedung Kantor atau parkir Pekerjaan
Bangunan Lainnya
PROGRAM
PENGELOLAAN
5/2|2 KEUANGAN
DAERAH
Koordinasi dan
Penyusunan
5|2/2| 101 Rencana Anggaran
Daerah
Koordinasi dan 10
512 2] 1.01 | 1 Penyusunan KUA dan | Jumlah Laporan yang dikelola Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen '100% | 2 Dokumen 2 Dokumen 60%
PPAS
ggﬂ“ﬂgjﬁ;ﬂaﬂ Jumlah Dokumen Bahan 10
512121 1.01 | 2 Pergbahan KUA dan Penyusunan Perubahan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen '100% | 2 Dokumen 2 Dokumen 60%
Perubahan PPAS APBD TA.2021
ggﬁrﬂgﬁﬁggageraturan Jumlah Peraturan Gubernur 5 1 1 1 1
51212 1.01 |7 Dae)r/ah tentana APBD | t€Ntang Penjabaran Raperda/R Raperda/Rap | Raperda/Rap | '100% | Raperda/Rap | Raperda/Rapergu 60%
dan PeraturangKepaIa APBD apergub ergub ergub ergub b
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Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Jumlah Peraturan Gubernur 5 1 1 1
Perubahan APBD dan . .
5122 1.01 Peraturan Kepala tentang Penjabaran Perda/Perg Perda/Pergu | Perda/Pergu 100% | Perda/Pergu 1 Perda/Pergub 60%
Daerah tentang Perubahan APBD ub b b b
Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan Jumlah Kegiatan _SOS|aI|saS|
Penvusunan Requlasi Peraturan Menteri
51212 1.01 y - 9 Dalam Negeri tentang 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun '100% 1 Tahun 1 Tahun 60%
serta Kebijakan Bidang
Anqagaran Pedoman Penyusunan APBD
9% se Kalimantan Tengah
Pembinaan Jumlah rapat-rapat Koordinasi
Perencanaan TAPD dalam rangka 1000 o
522 1.01 Penganggaran Daerah | penyusunan kebijakan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 60%
Pemerintah Provinsi keuangan Daerah
Pembinaan
Pengelolaan
512|2]1.02 Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Jumlah keputusan Gubernur
Peraturan Daerah tentang bagi hasilpajak 5
51212 1.02 tentang Pajak dan provingi kega da pay Peraturan 1 Peraturan 1 Peraturan '100% | 1 Peraturan 1 Peraturan 60%
Retribusi
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD Jumlah Raperda dan
Kabupaten/Kota dan Raperbup/Reperwali 10 1110 o
51 2|2]1.02 Rancangan Peraturan | tentangAPBD Kabupaten/Kota | Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 100% | 2 Peraturan 2 Peraturan 60%
Kepala Daerah tentang | yang dievaluasi
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024 12




5(2|2| 1.02

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Raperda dan
Raperbup/Reperwali tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota yang
dievaluasi

10
Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

'100%

2 Peraturan

2 Peraturan

60%

5(2|2 1.02

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Raperda dan
Raperbup/Reperwali
tentangPertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBDKabupaten/Kota yang
dieval

10
Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

'100%

2 Peraturan

2 Peraturan

60%

5122|103

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

5(2|2 1.03

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah jenis laporan posisi
kas daerah

20 Jenis

4 Jenis

4 Jenis

'100%

4 Jenis

4 Jenis

60%

5/22| 103

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

Jumlah Laporan Administrasi

5 Jenis

1 Jenis

1 Jenis

'100%

1 Jenis

1 Jenis

60%

5122|103

Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Jumlah Jenis Laporan
administrasi belanja langsung

5Jenis

1 Jenis

1 Jenis

'100%

1 Jenis

1 Jenis

60%
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5122|103

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas
SP2D dengan Instansi
Terkait

Jumlah pengelolaan gaji PNS

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

'100%

12 Bulan

12 Bulan

60%

5022 1.04

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

5022 1.04

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

Tersusunnya Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

10
Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

'100%

2 Peraturan

2 Peraturan

60%

5022 1.04

Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

Jumlah aplikasi yang
terkoneksi jaringan

5 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

'100%

1 Aplikasi

1 Aplikasi

60%

5(2|2 1.04

Penyusunan Sistem
dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Peraturan Gubernur
tentang KebijakanAkutansi

5
Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

'100%

1 Peraturan

1 Peraturan

60%

5122 1.05

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
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Jumlah monitoring bantuan
sosial, hibah danbantuan
Analisis Perencanaan keuangan di
5121 2] 1.05 | 8 dan Penyaluran Kabupaten/KotaTersalurnya 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun '100% 1 Tahun 1 Tahun 60%
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
KepadaPemerintahan Desa /
Kelurahan
51212]1.05 Egrr]gg?:jaaannl\l/?::gesak Tersedianya Dana Darurat 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun '100% 1 Tahun 1 Tahun 60%
1 Pengelolaan Dana Tersedianya Dana Bagi Hasil
' 0, 0,
5/212|1.05 0 Bagi Hasil Provinsi Provinsi 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 60%
PROGRAM
PENGELOLAAN
5/2|3 BARANG MILIK
DAERAH
Pengelolaan Barang
5| 2|3| 101 Milik Daerah
5023 1.01 |1 Penyusunan Standar Jumlqh buku analisa standar 100 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 20 Buku 60%
Harga belanja
Penyusunan Rencana
512| 3] 1.01 | 3 Kebutuhan Barang Jumlah buku RKBMD 100 Buku 20 Buku 20 Buku '100% 20 Buku 20 Buku 60%
Milik Daerah
Penatausahaan Jumlah pengelolaan aset milik 70
512131 1.01 |5 o Badan Keuangan dan Aset 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | '100% | 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota 60%
Barang Milik Daerah Daerah Kab/Kota
Inventarisasi Barang Jumlah laporan inventarisasi . . . 1000 . . 0
5/213| 1.01 | 6 Milik Daerah barang milik daerah 5 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100% 1 Jenis 1 Jenis 60%
Pengamanan Baran Jumlah Jenis Pengamanan
5/2(3]1.01 |7 Mi”ngaerah 9 | Aset Pemerintah 10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis '100% 2 Jenis 2 Jenis 60%
ProvinsiKalimantan Tengah
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Jumlah Aplikasi yang dikelola
Pengawasan dan o o . —
Pengendalian Laporan Inventaris barang 5 Aplikasi 1 Aplikasi 1 1 Aplikasi 1 . 1 Aplikasi 1 1 Aplikasi 1
5123|101 | 9 ponoelolaan Baran 5 Laporan Laporan Laporan 100% Laporan Lanoran 100% 60%
Milingaerah ’ Meningkatnya penerimaan 500% 100% 100% 100% P
yang akan menambah PAD
Optimalisasi
Penggunaan,
1| Pemanfaatan, Data barang yang akan 10
51213 1.01 Pemindahtanganan, dihapus gyang Kateqori 2 Kategori 2 Kategori '100% 2 Kategori 2 Kategori 60%
0 Pemusnahan, dan P 9
Penghapusan Barang
Milik Daerah
1 Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan Laporan pengadaan barang “10N0 o
51213| 1.01 1| Laporan Barang Milik triwulan 1. 11, 11I, dan IV 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 4 Laporan 60%
Daerah
Buku laporan pelaksanaan
1 seluruh kegiatanberdasarkan
Penyusunan Laporan anggaran yang ada dalam “10N0 o
5/2|3| 1.01 o Barang Milik Daerah DPA SKPDJumlah buku 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% | 1 Laporan 1 Laporan 60%
laporan neraca barang
milikPemprov. Kalteng
Program Pelayanan
4.02.4.02.01.01 | Administrasi
Perkantoran
4.02.4.02.01.01 | penyediaan Jasa Jumlah pengiriman 12 Bulan
Surat Menyurat surat-menyurat
.01
4.02.4.02.01.01 | Penvediaan Jasa Jumlah rata-rata paket .
02 Komunikasi, Sumber /dokumen/surat yang terkirim 4 Jenis
. Daya Air, dan Listrik
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4.02.4.02.01.01

Penyediaan Jasa

Jumlah jenis peralatan dan

Perundang-Undangan

harian

Peralatan dan perlengkapan kantor yang Jenis
I d lengk k 2 i
.03 Perlengkapan Kantor dipelihara
4.02.4.02.01.01 Penyediaan Jasa
B '05' ) Jaminan Barang Milik Jumlah jenis asuransi 2 Jenis
. Daerah
Penyediaan Jasa
4.02.4.02.01.01 | pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas 2 Jenis
.06 Perizinan Kendaraan yang diurus perizinannya
Dinas /Operasional
4.02.4.02.01.01 | penyediaan Jasa Pembayaran honorarium PNS 12 Bulan
.07 Administrasi Keuangan | dan Upah Non PNS
4.02.4.02.01.01 | Penyediaan Jasa Jumlah jenis peralatan kerja .
09 Eg:jt;alkan Peralatan yang diperbaiki 7 Jenis
4.02.4.](-)02.01.01 E:zi/oermaan Alat Tulis | J o vebutuhan ATK 10 Jenis
4.02.4.02.01.01 i
11 Ei?gke;rllajlgnBarang Jumlah kebutuhan barang 4 Jenis
) Penggandaan cetakan dan penggandaan
Penyediaan
4.02.4.02.01.01 | komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen 13
12 Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Komponen
Bangunan Kantor
4.02.4.02.01.01 g::fgr'lﬁn Ifaer::]atan Jumlah jenis peralatan dan 5 Jenis
13 Kantor gkap perlengkapan kantor
4.02.4.02.01.01 | penyediaan Peralatan Jumllah Iokkast,)l ke_bhutuhdan casi
Rumah Tangga peralatan ke ersihan dan 5 Lokasi
14 bahan pembersih
Penyediaan Bahan Jumlah Jenis kebutuhan .
4.02.4.02.01.01 Bacaan dan Peraturan | bahan bacaan surat kabar 2 Jenis
.15 Media Masa
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4.02.4.02.01.01

Penyediaan Makanan

Jumlah kebutuhan makan dan

31

Halaman dan Tempat
Parkir

dan tempat parkir

17 dan Minuman minum rapat/tamu kantor 12 Bulan
4.02.4.02.01.01 Rapat-rapat Koordinasi .
UZ2.4.02.U1. dan Konsultasi ke Luar Jymlah kebutuhan perjalanan 12 Bulan
18 Daerah dinas luar daerah
4.02.4.02.01.01 (I:jz:r??(t;)rr?spjtaici)igdmag Jumlah kebutuhan perjalanan 12 Bulan
19 Dalam Daerah dinas dalam daerah
4.02.4.02.01.01 Penyusunan dan _ Jum_lah Laporan Rekapitula_si
Penyebaran Informasi Hasil Penyebaran Informasi 1 Laporan
.76 Keuangan dan Aset Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.02 Program Pelayanan
U Administrasi
Perkantoran
Pengadaan .
4.02.4.02.01.02 Perlengkapan Gedung Jumlah jenis perlengkapan 2 Jenis
.07 Kantor gedung kantor
Pemeliharaan Jumlah gedung
utin/Berkala Gedung antor/mess/wisma/asrama aket
4.02.4.02.01.02 RutinBerkala Ged Kantor/messiwismal 4 Pak
.22 Kantor yang dipelihara
Pemeliharaan
4.02.4.02.01.02 | Rrutin/Berkala Jumlah jenis pemeliharan .
. . 2 Jenis
24 Kendaraan kendaraan dinas/operasional
Dinas/Operasional
4.02.4.02.01.02 | Pemeliharaan Jumlah kebutuhan
.29 '\Rﬂlétl')réﬁﬁ:kala pemeliharaan mebeleur 12 Bulan
Pemeliharaan Jumlah kebutuhan
4.02.4.02.01.02 | Rrutin/Berkala Pagar, .
pemeliharaan pagar, haman 4 Paket

4.02.4.02.01.02
141

Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor

Jumlah pekerjaan rehabilitasi
sedang/berat
gedung/mess/asrama

5 Pekerjaan

4.02.4.02.01.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
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4.02.4.02.01.05

Bimtek/Seminar/Lokak

Jumlah PNS yang mengikuti

diklat/bimtek/seminar/kursus/| 6 Orang
130 arya/Workshop okakarya/workshop
Program Peningkatan
4.02.4.02.01.06 | Fengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
4.02.4.02.01.06 | capaian Kinerja dan Jumlah dokumen capaian
. S S 4 Dokumen
01 Ikhtisar Realisasi kinerja
Kinerja SKPD
4.02.4.02.01.06 | Lo ngan | Jumiah buku laporan 1 Laporan
semesteran
.02 Semesteran
4.02.4.02.01.06 Penyusunan Jumlah laporan semester dan
T Pelaporan Keuangan laporan keuangan Badan 2 Laporan
.04 Akhir Tahun Keuangan Daerah
4.02.4.02.01.06 | Penyusunan RKA Jumlah dokumen 4 Dokumen
.06 SKPD perencanaan
4'02'4':?2'01'06 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen
4'02'4':?52'01'06 girllaysjsunan Renja Jumlah dokumen Renja SKPD 3 Dokumen
4.02.4.02.01.06 Rekonsiliasi Laporan Terlaksananya rekonsiliasi
T .16. ) Realisasi Anggaran laporan realisasi anggaran 1 Dokumen
. SKPD SKPD
4.02.4.02.01.06 | Penyusunan Laporan | Jumlah laporan 1 Laporan
.33 TEPRA/SIMPPD TEPRA/SIMPPD P
Pembinaan Pejabat Terlaksananya Pengelolaan
4.02.4.02.01.06 | pengelola Informasi dan Pemutakhiran Informasi 1 Laporan

.67

Daerah (PPID)
Pembantu

dan Dokumentasi di Lingkup
BKAD Prov. Kalteng
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4.02.4.02.01.17

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan

Daerah

4.02.4.02.01.17

Penyusunan Analisa

Jumlah buku analisa standar

1 Pergub

Pelaksanaan APBD

01 Standar Belanja belanja
4.02.4.02.01.17 | pPenyusunan Standar | Jumlah buku standar satuan oL
.02 Satuan Harga harga barang dan jasa aporan
4.02.4.02.01.17 Zﬁnytjsur}a? Keb!Jatkin Jumlah Peraturan Gubernur 1 Peraub
.03 DaL(]err]a%nSI emerinta tentang Kebijakan Akuntansi ergu
4.02.4.02.01.17 | penyusunan Jumlah Peraturan Daerah
ancangan Peraturan tentang APBD 1 Perda
.06 Daerah tentang APBD 9
Penyusunan
4.02.4.02.01.17 | Rancangan Peraturan | Jumlah Peraturan Gubernur 1 Peraub
.07 Gubernur tentang tentang Penjabaran APBD ergu
Penjabaran APBD
Penyusunan
4.02.4.02.01.17 | rRancangan Peraturan | Jumlah Peraturan Daerah 1 Perd
.08 Daerah tentang tentang Perubahan APBD erda
Perubahan APBD
Penyusunan
4.02.4.02.01.17 Rancangan Peraturan | Jumlah Peraturan Gubernur
e T Gubernur tentang tentang Penjabaran 1 Pergub
.09 Penjabaran Perubahan | Perubahan APBD
APBD
Penyusunan
Rancangan Peraturan | Jumlah Peraturan Daerah
4.02.4.02.01.17 Daerah tentang tentang Pertanggungjawaban 1 Perda
10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Penyusunan
Rancangan Peraturan | Jumlah Peraturan Gubernur
4.02.4.02.01.17 | Gubernur tentang tentang Penjabaran 1 Peraub
11 Penjabaran Pertanggungjawaban ergu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
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4.02.4.02.01.17

Penyusunan Sistem

Tersedianya informasi

.81

Pengelola Keuangan
Daerah

Daerah

Informasi Keuangan 1 Laporan
12 Daerah keuangan daerah
4.02.4.02.01.17 | Peningkatan Tertibnya pengelolaan
16 Manajemen aset/barang milik daerah 45 SKPD
: Aset/Barang Daerah
Pengadaan Fasilitas Jumlah SOPD yang
4.02.4.02.01.17 Pengelolaan terkoneksi jaringan SIMDA 45 SKPD
.20 Keuangan Daerah keuangan
4.02.4.02.01.17 | pengelolaan Kas Jumlah jenis laporan posisi 4 Jenis
27 Daerah kas daerah
4.02.4.02.01.17 ; Terlaksananya pengelolaan
08 Pengelolaan Gaji PNS gaji PNS Pemprov Kalteng 12 Bulan
Evaluasi dan Jumlah Keputusan Gubernur
4.02.4.02.01.17 | Koordinasi Bagi Hasil | tentang bagi hasil pajak 14 SK
32 Pajak Daerah provinsi kepada
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
4.02.4.02.01.17 Asistensi Penyusunan | Jumlah SOPD yang mengikuti
T T Laporan Keuangan asistensi penyusunan laporan 45 SKPD
.39 SKPD keuangan
4.02.4.02.01.17 | Administrasi Belanja Terlaksananya administrasi 12 Bulan
.65 Langsung belanja langsung
Koordinasi Terlaksananya rapat-rapat
4.02.4.02.01.17 Penvusunan Kebiiakan | <o°rdinasi TAPD dalam 10 Bulan
75 Y I rangka penyusunan kebijakan
. Keuangan Daerah
keuangan daerah
4.02.4.02.01.17 | penyusunan Pergub, | Jumlah dokumen Pergub, 3 Dokumen
76 NPHD dan SK PPKD NPHD dan SK PPKD
4.02.4.02.01.17 | Pemeliharaan Aplikasi | Jumlah aplikasi E-Budgeting 1 Paket
.79 E-Budgeting yang terpelihara
Sosialisasi .
4.02.4.02.01.17 | Permendagri Terkait | Jumiah Peraturan Hasil
Pengelolaan Keuangan 1 Dokumen
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4.02.4.02.01.18

Program Pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota

4.02.4.02.01.18

Sosialisasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri

Jumlah peserta sosialisasi
Peraturan Menteri Dalam

dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah Tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang
dievaluasi

tentang Pedoman Negeri tentang Pedoman 1 Kegiatan
.09 Penyusunan APBD se | Penyusunan APBD se
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
Pembinaan dan Jumlah Raperda dan
Evaluasi Rancangan Raperbup/Reperwali tentang
4.02.4.02.01.18 | peraturan Daerah Pertanggungjawaban 14 Raperda/
.10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Raperbup
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota dievaluasi
Evaluasi Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Jumlah Raperda dan
4.02.4.02.01.18 | APBD Kabupaten/Kota Raperbup/Reperwali tentang
dan Rancangan 14 SK
.18 Peraturan Kepala APBD Kabupaten/Kota yang
dievaluasi
Daerah Tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan
Perda dan Rancangan
Peraturan
Bupati/Walikota Jumlah Raperda dan
4.02.4.02.01.18 Tentang Perubahan Raperbup/Reperwali tentang
19 APBD Kabupaten/Kota | Perubahan APBD 14 SK

4.02.4.02.01.19

Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa/kelurahan

4.02.4.02.01.19
.04

Monitoring dan

Evaluasi Bantuan
Sosial, Hibah dan
Bantuan Keungan

Terlaksananya monitoring
bantuan sosial, hibah dan
bantuan keungan di
kabupaten/kota

14 Kab/Kota
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4.02.4.02.01.52

Program Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan
Aset/Barang Daerah

4.02.4.02.01.52
.01

Pengelolaan Inventaris
Barang Daerah

Jumlah laporan inventarisasi
barang milik daerah

6 Laporan

4.02.4.02.01.52

Pengamanan Aset

Terjaganya aset Pemerintah

4
Persil/Paket/

21

Realisasi Pengadaan
Barang

berdasarkan anggaran yang
ada dalam DPA

.09 Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Penyusunan Jumlah buku daftar kebutuhan
4.02.4.02.01.52 RDKMBMD dan barang milik daerah Pemprov. 1 Laporan
10 DKBMD Kalteng
Jumlah buku data barang
4.02.4.02.01.52 _FF%r;gl;(th:Js;r;kBarang tidak bergerak yang akan 15 Buku
15 9 dihapus
4.02.4.02.01.52 | penghapusan Barang | Jumlah buku data barang 15 Buku
17 Bergerak bergerak yang akan dihapus
Rekonsiliasi
Pencocokan Data
4.02.4.02.01.52 | pengadaan Barang Jumlah laporan pengadaan 4 Laporan
.18 SKPD di Lingkungan barang triwulan L,I1,1I, dan IV P
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah
Penyusunan Laporan
4.02.4.02.01.52 Akuntansi Barang Milik Jumlah buku laporan neraca 10 Buku
.19 Daerah barang milik Pemprov. Kateng
4.02.4.02.01.52 | Sistem Informasi Jumlah laporan inventaris
Manajemen Barang baran 10 Buku
.20 Daerah (SIMBADA) 9
4.02.4.02.01.52 Ezgﬁ;ﬂnsx);;foran Jumlah buku laporan
02.4.02.01. Selesai dan Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan 15 Buku
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Pengelolaan Aset

.29

Daerah

4.02.4.02.01.52 Jumlah aset milik daerah yang 2 Pergub 1
22 Daerah yang dikelola Laporan
. Dimanfaatkan
Sistem Informasi
4.02.4.02.01.52 Manajemen Aset Jumlah aplikasi yang dikelola 1 Aplikasi
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah dari 1 sasaran dan 7 indikator yang telah ditetapkan di dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir:
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Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Realisasi .
SPM/ Target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah . Proyeksi
No. Sasara'n Indikator Standar | IKK Capaian Cata_ta_n
Strategis Nasional Analisis
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terwujudnya
tata kelola Opini BPK Atas
1 keuangan Laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

daerah yang | Keuangan

akuntabel
ﬁgg'u aten /E‘Zf; 14 14 14 14 14 14 14 14
dan Dpesa Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Penetapan 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat 60 (Tepat
APBD Hari  Waktu) Hari  Waktu) Hari  Waktu) Hari  Waktu) Hari ~ Waktu) Hari  Waktu) Hari  Waktu) Hari  Waktu)
Presentase
belanja 10,03 % 10,03 % 10,03 % 10,03 % 10,03 % 10,03 % 10,03 % 10,03 %
Kesehatan
Presentase
Belanja 30,96 % 30,96 % 30,96 % 30,96 % 30,96 % 30,96 % 30,96 % 30,96 %
Pendidikan
g{ﬁ;‘i\”tase 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 %
g[ﬁ;‘i\”tase 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 % 633 %
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat
maupun ditingkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan
pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota
khususnya dibidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar
sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya
aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.
Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan
cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean
governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek
pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya
melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah daerah dituntut segera
menyesuaikan program dan Kkegiatan yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang.
Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah telah terjadi perubahan sistem
melalui  perubahan-perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan dengan sistem pengelolaan
keuangan yang baru dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatnya pengelolaan keuangan
daerah akan berdampak pula pada sistem pertanggungjawaban dan pelaporan
yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada
akhirnya diharapkan dapat tercapai target yaitu pemberian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang
dihadapi, antara lain :

a. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk
menggambarkan kewenangan dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang.

b. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

tentang sistem akuntansi pemerintah.
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c. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset milik Badan Keuangan
dan Aset Daerah.

d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian
bantuan-bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat yang belum tepat
sasaran.

e. Kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memahami dan mengemban
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses
pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis
yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti
dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, antara lain :

a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan
meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek,
diklat, kursus atau sejenisnya.

b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka
mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil penyaluran bantuan
keuangan Kkepada organisasi/lembaga/masyarakat apakah bantuan
tersebut telah diterima dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan
yang diusulkan.

d. Mendorong percepatan penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara optimalisasi
penggunaan anggaran.

e. Melakukan sinergitas program dan Kkegiatan dengan rencana
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala
daerah.

f. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan pengembangan
dan penggunaan program aplikasi yang tersedia.

g. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan
standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan
masing-masing.

h. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi dibidang pengelolaan
keuangan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.

I. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan KUA, PPAS, APBD dan
Perubahan APBD;

j. Peningkatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang

mengacu pada peraturan perundang-undangan.
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k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
kabupaten/kota.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tabel Terlampir 2.3 :
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Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Hasil Analisis Kebutuhan

. Target
No
G Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif (Rp.) Program/ K Lokasi Indikator inerja Capaia Rebuitnan
an Capaian egiatan . Dana(Rp.)
(1) (2) ©) (4) (5) ©) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM
PROGRAM PENUNJA
PENUNJANG NG
URUSAN 32.809.722.537 | URUSAN
! PEMERINTAH PEMERINT 26.805.031.767
AN DAERAH AHAN
PROVINSI DAERAH
PROVINSI
Perencana
Perencanaan, an,
Penganggaran, Pengangg
a dz_:m E_valuaS| 379.322.308 | aran, da_n 379 322 308
Kinerja Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
Penyusuna
Penyusunan n Dokumen
Dokumen Prov. Jumiah : 2 130.116.128 | Perencana Prov. Jumlah dokumen 2
1 | Perencanaan Kalten dokumen Renja | Dokume an Kalten Renia SKPD Dokum 130.116.128
Perangkat 9 | skpPD n 9 ) en T
Perangkat
Daerah
Daerah
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Koordinasi dan

Koordinasi

Jumlah 1 dan 1
> Penyusunan Prov. dokumen Dokume 37.224.440 Penyusuna Prov. Jumlah dokumen Dokum 37.224.440
Dokumen RKA- | Kalteng Kalteng | perencanaan
SKPD perencanaan n n Dokumen en
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah ggr?rdmam
Penyusunan Prov. dokumen L 8.470.000 | Penyusuna Prov. Jumlah dokumen .
3 | Dokumen Kalten erencanaan Dokume n Dokumen | Kalten perencanaan Dokum 8.470.000
Perubahan 9P n 9 perubahan en
perubahan Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
o Jumlah Koordinasi
Koordinasi dan Prov. Dokumen 1 36.269.145 dan Prov. Jumlah Dokumen 1
4 | Penyusunan Kalten Pelaksanaan Dokume Penyusuna Kalten Pelaksanaan Dokum 36.269.145
DPA-SKPD 9 Andaaran n n DPA- 9 Anggaran en
99 SKPD
Koordinasi
Koordinasi dan Jumiah dan
Dokumen 1 Jumlah Dokumen 1
Penyusunan Prov. 6.050.000 | Penyusuna Prov.
5 Perubahan Kalteng Pelaksanaan Dokume n Kalteng Pelaksanaan Dokum 6.050.000
DPA-SKPD iﬁrut;a:gzn n Perubahan Perubahan Anggaran en
99 DPA-SKPD
Koordinasi
Koordinasi dan g?;yusuna
E:n())/:Jasrl]man Jumiah 2 n Laporan Jumlah dokumen 2
por L Prov. dokumen 17.914.776 | Capaian Prov. :
6 | Capaian Kinerja . Dokume S rencana kerja, Dokum 17.914.776
. Kalteng | rencana kerja, Kinerja dan | Kalteng L
dan Ikhtisar e n ; realisasi en
o realisasi Ikhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja
SKPD
S . Evaluasi
Evaluasi Kinerja Jumlah Jenis 2 S . 2
7 | Perangkat Prov. Laporan Dokume 143.277.819 | Kinerja Prov. Jumlah Jenis _ Dokum 143.277 819
Kalteng . Perangkat Kalteng | Laporan Evaluasi
Daerah Evaluasi n Daerah en
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Administra

Administrasi si
Keuangan 18.488.006.907 | (o jangan 12.007.781.218
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan Tersedianya Per]yediaan . -
. Prov. = 12 18.319.300.043 | Gaji dan Prov. Tersedianya Gaji dan 12
Gaji dan Kalten Gaji dan Bulan Tunjangan Kalten Tunjangan ASN Bulan 11.764.074.354
Tunjangan ASN 9 Tunjangan ASN ASI\JI 9 9 jang
Koordinasi
Koordinasi dan dan
Penvusunan Jumlah 1 Penyusuna 1
y Prov. dokumen 47.155.830 | n Laporan Prov. Jumlah dokumen
Laporan . Dokume X Dokum 122.155.830
. Kalteng | laporan akhir Keuangan Kalteng | laporan akhir tahun
Keuangan Akhir tahun n AKhir en
Tahun SKPD Tahun
SKPD
Koordinasi
Koordinasi dan dan
Penyusunan Jumlah Penyusuna
Iléﬂgrr?nan Prov. dokumen Doklume 44.266.156 Eé‘jgr?rzg Prov. Jumlah dokumen Dolium 44 266.156
gan Kalteng | laporan gan Kalteng | laporan semesteran B
Bulanan/Triwula semesteran n Bulanan/Tri en
nan/Semestera wulanan/Se
n SKPD mesteran
SKPD
Penyusuna
Penyusunan Jumlah n
Pelaporan dan o Pelaporan Jumlah rekonsiliasi
T rekonsiliasi 1 . 1
Analisis Prov. L 77.284.878 | dan Prov. laporan realisasi
. laporan realisasi | Dokume - Dokum 77.284.878
Prognosis Kalteng anagaran n Analisis Kalteng | anggaran en
Realisasi SKngD Prognosis SKPD
Anggaran Realisasi
Anggaran
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Administra

Administrasi si Barang
Barang Milik Milik
¢ | Daerah pada 1.122.612.273 Daerah 935.158.798
Perangkat pada
Daerah Perangkat
Daerah
Pengaman
Pengamanan - an Barang L
1 | Barang Milik o i‘s’umr';‘:;ie”'s 3 Jenis 433.202.379 | ppijik o i‘;umr'aa:sjie”'s 3 Jenis 433.202.379
Daerah SKPD 9 Daerah 9
SKPD
Pemanfaat
Pemanfaatan Jumlah aset an Barang -
2 | Barang Milik oV | milik daerah 7 Lokasi 689.409.894 | niji o a";g‘r':;‘ aset rgi'lﬂglola e 501.956.419
Daerah SKPD 9 yang dikelola Daerah 9 yang
SKPD
Administra
Administrasi si
d Kepegawaian 106.976.812 | Kepegawai
Perangkat an 106.976.812
Daerah Perangkat
Daerah
- Pendidikan
Pend]dlkan dan Jumlah PNS . dan Jumlah PNS yang
Pelatihan yang mengikuti Pelatihan mengikuti
1 Pegawal Prov. d||_<Iat/b|mtek/se 7 Orang 106.976.812 Pegawai Prov. diklat/bimtek/seminar ! 106.976.812
Berdasarkan Kalteng | minar/kursus/lok Berdasarka Kalteng Ikursus/lokakarva/wo Orang
Tugas dan akarya/worksho ksh y
Fungsi D n Tugas _ rkshop
dan Fungsi
Administrasi Administra
e Umum 2.164.108.962 | si Umum 3.388.469.040
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
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Penyediaan

Penyediaan
Komponen
Komponen Jumiah 13 Instalasi Jumlah komponen 13
Instalasi Prov. komponen listrik 41.037.150 | .~ . Prov. L P
I Kompon Listrik/Pene listrik untuk Kompo 41.037.150
Listrik/Penerang | Kalteng | untuk bangunan Kalteng
en rangan bangunan kantor nen
an Bangunan kantor Bangunan
Kantor g
Kantor
Penyediaan Jumiah jenis gggzgéian Jumlah jenis belanja
Peralatan dan Prov. belanja 6 Jenis 1.118.773.675 dan Prov. peralatan/perlengkap | 6 Jenis 2.324.352.655
Perlengkapan Kalteng | peralatan/perlen Kalteng
Kantor kapan kantor Perlengkap an kantor
gkap an Kantor
Jumlah lokasi
Penvediaan yang Penyediaan Jumlah lokasi yang
y Prov. membutuhkanp . 96.800.000 | Peralatan Prov. membutuhkanperalat 1
Peralatan . 1 Lokasi . . 96.800.000
Kalteng | eralatankebersih Rumah Kalteng | ankebersihan dan Lokasi
Rumah Tangga :
an dan bahan Tangga bahan pembersih
pembersih
Penyediaan Prov Jumiah Jenis 92.564.819 gzﬂ);idiaan Prov Jumlah Jenis Logistik
Bahan Logistik ' Logistik yang 4 Jenis B L : o 9 4 Jenis 92.564.819
Kalteng o Logistik Kalteng | yang disediakan
Kantor disediakan
Kantor
Penyediaan
Penyediaan I Barang
Barang Cetakan Prov Jumiah jenis : 81.819.898 | Cetakan Prov Jumlah jenis barang .
' barang cetakan 6 Jenis T X 6 Jenis 85.000.000
dan Kalteng dan Kalteng | cetakan dan fotocopy
dan fotocopy
Penggandaan Pengganda
an
Penyediaan
Penyediaan Bahan
Bahan Bacaan . Bacaan - .
dan Peraturan Prov. Jum[ah jenis > Jenis 130.680.000 dan Prov. Jumlah jenis media 2 Jenis 130.680.000
Kalteng | media cetak Kalteng | cetak
Perundang- Peraturan
undangan Perundang-
undangan
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Jumlah durasi

Fasilitasi Fasilitasi Jumlah durasi
. Prov. keperluan 12 109.399.004 . Prov. 12
Kunjungan Kalteng | makan dan Bulan Kunjungan Kalteng keperlyan makan Bulan 125.000.000
Tamu . Tamu dan minuman
minuman
Durasi Penyelengg _
Penyelenggara K | K araan Durasi keperluan
an Rapat eperjuan untu Rapat untuk Rapat-rapat
S Prov. Rapat-rapat 12 301.977.101 L Prov. e 12
Koordinasi dan L Koordinasi Koordinasidan 301.977.101
. Kalteng | Koordinasidan Bulan Kalteng . Bulan
Konsultasi Konsultasi dan Konsultasi dalam
SKPD dalam daerah Konsultasi daerah
SKPD
Dukungan Jumlah Laporan Dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaa
Sistem Pelaksanaan n Sistem Jumlah Laporan
Pemerintahan Prov. S|stem. 3 Jenis 191.057.315 Pemerintah Prov. Pelaksgnaan Sistem 3 Jenis 191.057.315
. Kalteng | PemerintahanB . Kalteng | PemerintahanBerbas
Berbasis ' an Berbasis . .
i erbasis . is Elektronik
Elektronik pada Elektronik Elektronik
SKPD pada SKPD
Pengadaan Ee; srzcri]aa
Barang Milik Milik 9
Daerah
Penunjang 329.764.977 ggr?ruihan 329.764.977
Urusan Urusarjm 9
Pemerintah Pemerinta
Daerah h Daerah
Pengadaan Prov Jumiah jenis , - | Pengadaan Prov Jumiah jenis .
' pengadaan 4 Jenis X pengadaan 4 Jenis -
Mebel Kalteng . Mebel Kalteng :
Meubelair Meubelair
Pengadaan
Pengadgan Sarzgna dan
Sarana dan
Prasarana Prov. Jumlah gedung 2 98.468.977 Prasarana Prov. Jumlah gedung 2
kantor yang Gedung kantor yang Gedun 98.468.977
Gedung Kantor Kalteng o Gedung Kalteng o
dipelihara Kantor atau dipelihara g
atau Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya
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Pengadaan

Pengadaan
Sarana dan
Sarana dan o
Prasarana Jumiah jenis Prasarana Jumlah jenis belanja
Pendukung Prov. belanja 2 Jenis 231.296.000 | Pendukung Prov. perlengkapan 2 Jenis 231.296.000
Kalteng | perlengkapan Gedung Kalteng
Gedung Kantor eduna kantor Kantor atau gedung kantor
atau Bangunan 9 9
: Bangunan
Lainnya .
Lainnya
Penyediaan ?ae:;/edlaan
Jasa Penunjang .
Urusan 5.025.320.574 | Penunjang 4.377.906.350
X Urusan
Pemerintahan Pemerintah
Daerah
an Daerah
Penyediaan Jumlah paket Penyediaan Jumlah paket jasa
Jasa Surat Prov. jasa pengiriman 2 Jenis 42.350.000 Jasa Surat Prov. pengiriman surat- 2 Jenis 42.350.000
Kalteng Kalteng
Menyurat surat-menyurat Menyurat menyurat
Penyediaan Penyediaan
Jasa Jumlah Jenis 803.234.076 Jasa iKasi Jumlah Jenis
Komunikasi, Prov. Pembayaran 4 Jenis e Komunikasi Prov. Pembayaran yang 4 Jenis 803.234.076
Kalteng ; , Sumber Kalteng )
Sumber Daya yang dilakukan ; dilakukan
. — Daya Air
Air dan Listrik S
dan Listrik
Penyediaan Jumlah jenis Penyediaan .
Jasa Peralatan peralatan dan Jasa Jumlah jenis
Prov. . 108.900.000 | Peralatan Prov. peralatan dan .
dan perlengkapan 5 Jenis 5 Jenis 108.900.000
Kalteng dan Kalteng | perlengkapan kantor
Perlengkapan kantor 2
o Perlengkap yang dipelihara
Kantor yang dipelihara
an Kantor
Terakomodirnya Penyediaan
Penyediaan gaji ASN Jasa Terakomodirnya gaji
Jasa Pelayanan KZIrtc()a\:l PPPK/TEKON Bilza . 4.070.836.498 | b |ayanan KZ[&‘; ASN PPPK/TEKON Bjé . 3.423.422.274
Umum Kantor 9 | BKAD Prov. Umum 9 | BKAD Prov. Kalteng
Kalteng Kantor
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Pemeliharaan

Pemelihar
aan

Barang Milik B‘?".ang
Daerah 5.193.600.724 | bawrah
Penunjang e Penunian 5.279.652.264
Urusan jang
. Urusan
Pemerintahan Pemerinta
Daerah
han
Daerah
Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Pemelihara
Pemeliharaan, an, Biaya
Biaya Jumlah Pemelihara
. . . Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Prov kendaraan dinas 562.054.800 | &™ Pajak Prov dinas vana diurus
Pajak dan ' yang diurus 2 Jenis U dan X as yang 2 Jenis 798.113.333
o Kalteng 2 . Kalteng | perizinan
Perizinan perizinan Perizinan danperbaikan
Kendaraan danperbaikan Kendaraan P
Dinas Dinas
Operasional Operasiona
atau Lapangan | atau
Lapangan
. Jangka : Jangka
Pemeliharaan Prov. ; 12 9.680.000 | Pemelihara Prov. - 12
Mebel Kalteng pemeliharaan Bulan an Mebel Kalteng pemeliharaan Bulan 9.680.000
Mebeleur Mebeleur
Pemelihara
Pemeliharaan Jumlah jenis an Jumlah jenis
Peralatan dan Prov. peralatan kerja 5 Jenis 75.963.800 Peralatan Prov. peralatan kerja yang | 5 Jenis 75.963.800
. : Kalteng : g . Kalteng . o
Mesin Lainnya yang diperbaiki dan Mesin diperbaiki
Lainnya
Pemeliharaan Jumlah Pemelihara
Prov. rehabilitasi . 279.595.124 | an Aset Prov. Jumlah rehabilitasi 1
Aset Tetap X 1 Lokasi : : . 109.595.131
Lai Kalteng | rumah dinas Tetap Kalteng | rumah dinas jabatan | Lokasi
ainnya : .
jabatan Lainnya
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Pemelihara

Pemeliharaan/R Jumlah . .
S . an/Rehabilit Jumlah pekerjaan
ehabilitasi Prov pekerj_a.\an. 8 . 3.110.516.000 | asi Gedung Prov rehabilitasi 8 .
5 | Gedung Kantor ' rehabilitasi Pekerja A : Peker;j 2.437.000.000
Kalteng Kantor dan | Kalteng | sedang/beratgedung
dan Bangunan sedang/beratge an aan
. Bangunan kantor
Lainnya dung kantor .
Lainnya
Pemelihara
Pemeliharaan/R an/Rehabilit
ehabilitasi asi Sarana
Sarana dan ;:E:?jg;:ket 3 dan Jumlah paket 3
6 Prasarana Prov. pagar, halaman Pekerja 1.155.800.000 | Prasarana Prov. pekerjaan pagar, Pekerj 1.849 300.000
Pendukung Kalteng d Pendukung | Kalteng | halaman dan tempat
an tempat an . aan
Gedung Kantor . Gedung parkir
parkir
atau Bangunan Kantor atau
Lainnya Bangunan
Lainnya
PROGRAM gESgERl'_A‘(I)VI
I PENGELOLAA 991.051.038.449 LAAN 1.093.279 713.428
N KEUANGAN
DAERAH KEUANGA
N DAERAH
Koordinasi Koordinasi
dan
dan Penyusun
a Penyusunan 3.399.749.735 an 3.652.749.040
Rencana
Rencana
Anggaran
Anggaran
Daerah
Daerah
Koordinasi
Koordinasi dan 2 dan 2
1 | Penyusunan KZIrt?a \;] J:nmlacnk:?glgran Dokume 520.214.998 Penyusuna KZIrt?a \; J:nmladhikljglgran Dokum 520.214.998
KUA dan PPAS 9 |yang n n KUA dan g |yang en
PPAS
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi
Penyusunan Dokumen > dan Jumlah Dokumen >
2 Perubahan KUA Prov. Bahan Dokume 157.694.808 | Penyusuna Prov. Bahan Penyusunan Dokum 165.694.113
dan Perubahan Kalteng | Penyusunan n n Kalteng | Perubahan en
PPAS Perubahan Perubahan APBD TA.2021
APBD TA.2021 KUA dan
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Perubahan

PPAS
Koordinasi
Koordinasi dan dan
P Penyusuna
enyusunan
n Peraturan
Peraturan Jumlah Daerah
Daerah tentang Peraturan 1 tentan Jumlah Peraturan 1
APBD dan Prov. Gubernur Raperda 490.623.964 9 Prov. Gubernur tentang Raper
APBD dan . 490.623.964
Peraturan Kalteng | tentang /Raperg Kalteng | Penjabaran da/Ra
. Peraturan
Kepala Daerah Penjabaran ub Kepala APBD pergub
tentang APBD P
: Daerah
Penjabaran tentan
APBD ang
Penjabaran
APBD
Koordinasi
Koordinasi dan g‘:‘] usuna
Penyusunan y
n Peraturan
Peraturan
Jumlah Daerah
Daerah tentang
Peraturan tentang
Perubahan Gubernur 1 Perubahan Jumlah Peraturan 1
APBD dan Prov. tentang Perda/P 485.647.657 APBD dan Prov. Gub_ernur tentang Perda/ 485.647 657
Peraturan Kalteng ; Kalteng | Penjabaran Pergu
Penjabaran ergub Peraturan
Kepala Daerah Perubahan APBD b
tentang Perubahan Kepala
Penjabaran APBD Daerah
tentang
Perubahan ;
APBD Penjabaran
Perubahan
APBD
Koordinasi dan Jum_lah Koordinasi Jumlah Kegiatan
Kegiatan s
Penyusu_nan Sosialisasi dan SOS|aI|s_aS| Peraturan
Reg_l_JIaS| serta Prov. Peraturan 1 Tahun 397.546.633 Penyusung Prov. Menteri _ 1 642 546 633
Kebijakan Kalteng Menteri n Regulasi Kalteng | Dalam Negeri Tahun
Bidang , serta tentang Pedoman
Dalam Negeri -
Anggaran tentang Kebijakan Penyusunan APBD
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Pedoman Bidang se Kalimantan
Penyusunan Anggaran Tengah
APBD
se Kalimantan
Tengah
Jumlah rapat- Pembinaan
Pembinaan rapat Koordinasi Perencana Jumlah rapat-rapat
Perencanaan TAPD dalam an Koordinasi TAPD
Penganggaran Prov. rangka 1 Tahun 1.348.021.675 Pengangga Prov. dalam rangka 1 1.348.021.675
Daerah Kalteng | penyusunan Kalteng | penyusunan Tahun
. 4 ran Daerah J
Pemerintah kebijakan : kebijakan keuangan
o Pemerintah
Provinsi keuangan Provinsi Daerah
rovinsi
Daerah
Pembinaa
Pembinaan n
Pengelolaan Pengelolaa
Keuangan 517.940.712 | n 517.940.712
Daerah Keuangan
Kabupaten/Kot Daerah
a Kabupaten
/Kota
Evaluasi
Evaluasi Jumlah Rancangan
Rancangan keputusan Peraturan Jumlah keputusan
Peraturan Gubernur 1 Daerah Gubernur tentang 1
Daerah tentang Prov. tentang bagi Peratura 85.580.000 tentang Prov. bagi hasilpajak Peratu 85.580.000
) Kalteng L= . Kalteng i
Pajak dan hasilpajak n Pajak dan provinsi kepada ran
Retribusi provinsi kepada Retribusi kabupaten/kota
Kabupaten/Kota kabupaten/kota Kabupaten/
Kota
Evaluasi Evaluasi
S S
dan Jumlah Raperda dan
Daerah tentang Raperbup/Reper 2 Daerah Raperbup/Reperwali 2
APBD Prov. wali Peratura 137.049.500 | tentang Prov. tentangAPBD Peratu 137.049.500
Kabupaten/Kota | Kalteng APBD Kalteng b /
dan Rancangan tentangAPBD n Kabupaten/ Ka upz_iten Kotg ran
Kabupaten/Kota yang dievaluasi
Peraturan and dievaluasi Kota dan
Kepala Daerah yang Rancangan
tentang Peraturan
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Penjabaran Kepala
APBD Daerah
Kabupaten/Kota tentang
Penjabaran
APBD
Kabupaten/
Kota
Evaluasi
Rancangan
Evaluasi Peraturan
Rancangan Daerah
Peraturan tentang
Daerah tentang Perubahan
Perubahan Jumiah Raperda APBD
dan Jumlah Raperda dan
APBD Kabupaten/ .
Raperbup/Reper Raperbup/Reperwali
Kabupaten/Kota . 2 Kota dan 2
Prov. wali tentang 127.140.060 Prov. tentang Perubahan
dan Rancangan Peratura Rancangan Peratu 127.140.060
Kalteng | Perubahan Kalteng | APBD
Peraturan n Peraturan ran
APBD Kabupaten/Kota
Kepala Daerah Kepala ; .
Kabupaten/Kota yang dievaluasi
tentang ana dievaluasi Daerah
Penjabaran yang tentang
Perubahan Penjabaran
APBD Perubahan
Kabupaten/Kota APBD
Kabupaten/
Kota
Evaluasi Evaluasi
Rancangan Rancangan
Peraturan Jumlah Raperda Peraturan
Daerah tentang dan Daerah Jumlah Raperda dan
Pertanggungjaw Raperbup/Reper tentang .
; Raperbup/Reperwali
aban wali > Pertanggun tentanaPertanaqundi 5
Pelaksanaan Prov. tentangPertangg 168.171.152 | gjawaban Prov. 9 9gung]
) Peratura awaban Peratu 168.171.152
APBD Kalteng | ungjawaban Pelaksanaa | Kalteng
n Pelaksanaan ran
Kabupaten/Kota Pelaksanaan n APBD
APBDKabupaten/Kot
dan Rancangan APBDKabupate Kabupaten/ a vana dieval
Peraturan n/Kota yang Kota dan yang
Kepala Daerah dieval Rancangan
tentang Peraturan
Penjabaran Kepala
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Pertanggungjaw Daerah
aban tentang
Pelaksanaan Penjabaran
APBD Pertanggun
Kabupaten/Kota gjawaban
Pelaksanaa
n APBD
Kabupaten/
Kota
Koordinasi
Koordinasi dan
dan Pengelolaa
Pengelolaan 951.204.926 n 1.072.031.150
Perbendaharaa Perbendah
n Daerah araan
Daerah
Koordinasi
Koordinasi dan Jumlah jenis dan o
Pengelolaan Prov. laporan posisi 4 Jenis 275.117.482 Pengelolaa Prov. J“”?"’?‘h Jenis laporan 4 Jenis 275.117.482
Kalteng Kalteng | posisi kas daerah
Kas Daerah kas daerah n Kas
Daerah
Koordinasi,
Koordinasi, Fasilitasi,
Fasilitasi, Asistensi,
Asistensi, Sinkronisas
Sinkronisasi, i, Supervisi,
Supervisi, Monitoring,
'I\EA\?;IEgging’ fan Prov. Jumlgh Lappran 1 Jenis 202.820.703 g?/gluasi Prov. Juml_ah Lappran 1 Jenis 202.820.703
Kalteng | Administrasi Kalteng | Administrasi
Pengelolaan Pengelolaa
Dana n Dana
Perimbangan Perimbang
dan Dana an dan
Transfer Dana
Lainnya Transfer
Lainnya
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Koordinasi,

Pelaksanaa
Koordinasi, n
Kerjasama
Pelaksanaan
X dan
Kerjasama dan Pemantaua
Pemantauan Jumlah Jenis .
Transaksi Non Laporan n Transaksi Jumlah Jenis
Tunai dengan Prov. administrasi 1 Jenis 305.170.224 | Non Tunai Prov. Laporan administrasi | 1 Jenis 305.170.224
Kalteng . dengan Kalteng .
Lembaga belanja belanja langsung
Lembaga
Keuangan Bank langsung
Keuangan
dan Lembaga
Bank dan
Keuangan Lembada
Bukan Bank 9
Keuangan
Bukan
Bank
Rekonsilias
Rekonsiliasi i Data
Data Penerimaa
Penerimaan n dan
dan Pengeluara
Pengeluaran Jumlah n Kas Serta
Kas Serta Prov. pengelolaan gaji 12 168.096.517 | Pemunguta Prov. Jur_nlah pengelolaan 12 288.922 741
Pemungutan Kalteng PNS Bulan n dan Kalteng | gaji PNS Bulan
dan Pemotonga
Pemotongan n Atas
Atas SP2D SP2D
dengan Instansi dengan
Terkait Instansi
Terkait
Koordinasi
Koordinasi dan
dan Pelaksana
Pelaksanaan an
Akuntansi dan 1.431.366.084 Akuntansi 1.431.366.084
Pelaporan dan
Keuangan Pelaporan
Daerah Keuangan
Daerah
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Koordinasi
dan

Penyusuna
Koordinasi dan n
Penyusunan Rancangan
Rancangan geratut:an
aera
Peraturan
Daerah tentang ':Degrttzzg un
Pertanggungjaw : 99
aban Tersusunnya gjawaban
Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaa Tersusunnya
APBD Provinsi | 14Kab/k | D2€rah tentang 2 338.570.919 | N APBD Proy. | Peraturan Daerah 2
Pertanggungjaw | Peratura Provinsi tentang Peratu 338.570.919
dan Rancangan ota Kalteng .
Peraturan aban n dan Pertanggungjawaban ran
Kepala Daerah Pelaksanaan Rancangan Pelaksanaan APBD
ten?ang APBD Peraturan
Penjabaran Kepala
. Daerah
Pertanggungjaw
aban tentang
Pelaksanaan gg;lj::arﬁﬂ
APBD Provinsi : 99
gjawaban
Pelaksanaa
n APBD
Provinsi
Penyusuna
n Kebijakan
Penyusunan dan
Kebijakan dan Panduan
Panduan Teknis Jumlah aolikasi Teknis 1
Operasional 14Kab/K P . 1 996.404.750 | Operasiona Prov. Jumlah aplikasi yang .
yang terkoneksi I S Aplika 996.404.750
Penyelenggara ota e Aplikasi I Kalteng | terkoneksi jaringan .
. jaringan Si
an Akuntansi Penyelengg
Pemerintah araan
Daerah Akuntansi
Pemerintah
Daerah
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Penyusuna

Penyusunan n Sistem
Sistem dan Jumlah dan
Prosedur Peraturan 1 Prosedur Jumlah Peraturan 1
Akuntansi dan 14Kab/K | Gubernur 96.390.415 | Akuntansi Prov.
Pelaporan ota tentang Peratura dan Kalteng Gub__ernur tentang_ Peratu 96.390.415
- n KebijakanAkutansi ran
Keuangan KebijakanAkuta Pelaporan
Pemerintah nsi Keuangan
Daerah Pemerintah
Daerah
Penunjang
Penunjang Urusan
Urusan Kewenang
Kewenangan 984.750.776.992 | an 1.086.605.626.442
Pengelolaan Pengelolaa
Keuangan n
Daerah Keuangan
Daerah
Jumlah
monitoring
bantuan sosial, o
hibah dan Junﬂahlnonﬂonng
- bantuan sosial, hibah
. bantuan Analisis
Analisis keuangan di Perencana dan
perencanaan |, a1k | Kabupaten/Kota 7.700.000.000 | an dan proy. | bantuan keuangan di 1
dan Penyaluran ota Tersalurnva 1 Tahun Penvaluran | Kalten Kabupaten/Kota Tahun 18.029.734.300
Bantuan y y 9 Tersalurnya Bantuan
Bantuan Bantuan
Keuangan Keuandan Keuangan Keuangan Kepada
9 9 Pemerintahan Desa /
Kepada
. Kelurahan
Pemerintahan
Desa /
Kelurahan
Pengelolaa
Pengelolaan 14Kab/K | Tersedianya 107.122.806.028 | n Dana Prov. Tersedianya Dana 1
Dana Darurat 1 Tahun 107.122.806.028
ota Dana Darurat Darurat dan | Kalteng | Darurat Tahun
dan Mendesak Mendesak
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Pengelolaan Tersedianya Pengelolaa
. . | 14Kab/K ’ . 869.927.970.964 | n Dana Prov. Tersedianya Dana 1
8 | Dana Bagi Hasil ota Dana Bag Hasil | 1 Tahun Bagi Hasil Kalteng | Bagi Hasil Provinsi Tahun 961.453.086.114
Provinsi Provinsi L
Provinsi
PROGRAM PROGRAM
PENGELO
PENGELOLAA 2.645.648.678 | LAAN
Il | N BARANG T 2.495.648.678
BARANG
MILIK MILIK
DAERAH DAERAH
Pengelolaan Pengelolaa
a | Barang Milik 2.645.648.678 ”Mi'?i";“a”g 2.495.648.678
Daerah
Daerah
Jumlah buku Penyusuna .
1 Penyusunan Prov. analisa standar 20 Buku 375.681.749 n Standar Prov. Jumlah buku :_;mahsa 20 295 681.749
Standar Harga Kalteng . Kalteng | standar belanja Buku
belanja Harga
Penyusuna
Penyusunan
Rencana P Jumlah buk 24.603.680 | Kebutunon | P Jumlah buk 20
rov. umlah buku .693. ebutuhan rov. umlah buku
2 | Kebutuhan Kalteng | RKBMD 20 Buku Barang Kalteng | RKBMD Buku 24.693.680
Barang Milik Milik
Daerah Daerah
Jumlah Penatausa Jumlah pengelolaan
Penatausahaan pengelolaan 14 haan .. 14
3 | Barang Milik Prov. aset milik Badan | Kab/Kot 203.039.331 Barang Prov. aset milik Badan Kab/K 203.039.331
Kalteng . Kalteng | Keuangan dan Aset
Daerah Keuangan dan a Milik Daerah ota
Aset Daerah Daerah
Inventarisasi Jumiah laporan Inventarisa Jumlah laporan
4 | Barang Milik Prov. Inventarisasi 1 Jenis 449.148.523 | si Barang Prov. inventarisasi barang | 1 Jenis 449.148.523
Kalteng | barang milik Milik Kalteng o
Daerah milik daerah
daerah Daerah
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Jumlah Jenis

Jumlah Jenis

Pengamanan Pengamanan Pengaman Pengamanan Aset
Barang Milik KZIrt?a\:{ Aset Pemerintah | 2 Jenis 374.986.260 :I\i/lr;liliarang KIZ\Irt?a\II'; Pemerintah 2 Jenis 374.986.260
Daerah 9 | Provinsikaliman Daerah 9 | Provinsikalimantan
tan Tengah Tengah
‘]gnmla(?”g?g:;a& Jumlah Aplikasi yang
yang Pengawasa dikelola
Pengawasan Laporan 1 n dan 1
dan InvF:antaris Avlikasi Pengendali Laporan Inventaris Aplika
Pengendalian Prov. P 893.528.735 | an Prov. barang sil
Pengelolaan Kalteng barang L Pengelolaa | Kalteng Lapora 893.528.735
Barang Milik . Laporan n Barang Meningkatnya n
Daerah Memngkatnya 100% Milik penerimaan yang 100%
penerimaan
Daerah akan menambah
yang akan PAD
menambah PAD
Optimalisas
[
Optimalisasi Penggunaa
Penggunaan, n,
Pemanfaatan, Pemanfaat
Pemindahtanga an,
nan, Prov. Data barang 2 238.574.490 | Pemindaht Prov. Data barang yang 2
yang akan . ; Katego 238.574.490
Pemusnahan, Kalteng dihapus Kategori anganan, Kalteng | akan dihapus "
dan Pemusnah
Penghapusan an, dan
Barang Milik Penghapus
Daerah an Barang
Milik
Daerah
Rekonsilias
Rekonsiliasi | dalam
dalam rangka Laporan rangka Laporan pengadaan 4
Penyusunan Prov. pengada:_:m 4 69.440.690 | Penyusuna Prov. barang triwulan 1, II, Lapora 69.440.690
Kalteng | barang triwulan Laporan n Laporan Kalteng
Laporan Barang L1 dan IV Barang I, dan IV n
Milik Daerah e "
Milik
Daerah
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Buku laporan
2;'3:(5;? naan Buku laporan
kegiatanberdasa pelaksanaan seluruh
rka?n anggaran Penyusuna kegiatanberdasarkan
Penyusunan n Laporan anggaran yang ada 1
9 | Laporan Barang Prov. yang ada dalam L 16.555.220 Barang Prov. dalam DPA SKPD Lapora 16.555.220
- Kalteng | DPA SKPD Laporan " Kalteng
Milik Daerah Jumlah buku Milik Jumlah buku laporan n
Daerah neraca barang
laporan neraca kP
barang mi I| emprov.
milikPemprov. Kalteng
Kalteng
JUMLAH 1.026.506.409.664 1.122.580.393.873
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026, maka Visi Provinsi Kalimantan

Tengah, adalah :

" Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat,

Amanah dan Harmonis) "

Misi :

1.

Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan

Berwawasan Lingkungan.

2. Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi
Birokrasi.

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan
Berdaya Saing.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan
ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar
wilayah.

Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan
dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.

4. Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman
bencana dan budaya serta kerentanan pangan.

5. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan
responsif.

6. Meningkatkan kualitas SDM.

Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan social budaya
bermasyarakat.

8. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan sector potensial dan industry kreatif dengan
mendorong masuknya investasi daerah.

2. Meningkatnya ketercukupan energy.
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Meningkatnya konektivitas wilayah.

Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi.
Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah provinsi.

Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

© © N o 0o b~ w

Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

10. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).

11. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum sanitasi.

12. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan
pandemi.

13. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

14. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat.

15. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk.

16. Meningkatnya kualitas beribadah.

17. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

18. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi
dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah,
kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program
dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerabh.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran
tahun Pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan
sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran
dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target
dari sasaran-sasaran pada tahun 2023.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terhadap hasil
analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir.
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Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Tengah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume | Catatan
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Prov. .

Perencanaan Perangkat Daerah Kalteng Jumlah dokumen Renja SKPD 2 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Prov.

Dokumen RKA-SKPD Kalteng Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Prov

Dokumen Perubahan RKA- : Jumlah dokumen perencanaan perubahan 1 Dokumen
Kalteng

SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Prov.

DPA-SKPD Kalteng Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Prov. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan 1 Dokumen

Perubahan DPA-SKPD Kalteng Anggaran

Koordinasi dan Penyusunan Prov

Laporan Capaian Kinerja dan Kalt : Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi 2 Dokumen

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alteng

Evaluasi Kinerja Perangkat Prov. Jumlah Jenis Laporan Evaluasi 2 Dokumen

Daerah Kalteng

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Prov. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

ASN Kalteng

Koordinasi dan Penyusunan Prov

Laporan Keuangan Akhir Tahun : Jumlah dokumen laporan akhir tahun 1 Dokumen

SKPD Kalteng

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Prov. Jumlah dokumen laporan semesteran 1 Dokumen

Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kalteng

SKPD

Penyusunan Pelaporan dan S L

Analisis Prognosis Realisasi KPlrtov. éuKrEISh rekonsiliasi laporan realisasi anggaran 1 Dokumen

Anggaran alteng

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

Daerah

Pengamanan Barang Milik Prov. - . .

Daerah SKPD Kalteng Jumlah jenis asuransi 3 Jenis

Pemanfaatan Barang Milik Prov. - . .

Daerah SKPD Kalteng Jumlah aset milik daerah yang dikelola 7 Lokasi

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan I

Pegawai Berdasarkan Tugas Prov. JF”“"”‘“. PNS yang mengikuti 7 Orang

) Kalteng diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop

dan Fungsi

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Prov

Listrik/Penerangan Bangunan : Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor 13 Komponen

Kantor Kalteng

Penyediaan Peralatan dan Prov. Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan 6 Jenis

Perlengkapan Kantor Kalteng kantor
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Jumlah lokasi yang

Penyediaan Peralatan Rumah Prov. membutuhkanperalatankebersihan dan bahan 1 Lokasi

Tangga Kalteng pembersih

Eée‘m/:rdlaan Bahan Logistik KZII?e\;g Jumlah Jenis Logistik yang disediakan 4 Jenis

Penyediaan Barang Cetakan Prov. — .

dan Penggandaan Kalteng Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy 6 Jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Prov. Jumlah jenis media cetak 2 Jenis

Peraturan Perundang-undangan Kalteng

Fasilitasi Kunjungan Tamu KZ{%\QQ Jumlah durasi keperluan makan dan minuman 12 Bulan

Penyelenggaraan Rapat .

Koordinasi dan Konsultasi Prov. Duras_| keperluan untuk R_apat-rapat 12 Bulan

SKPD Kalteng Koordinasidan Konsultasi dalam daerah

Dukungan Pelaksanagn Sistem Prov. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem .

Pemerintahan Berbasis Kalt PemerintahanBerbasis Elektronik 3 Jenis

Elektronik pada SKPD alteng

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel Prov. Jumlah jenis pengadaan Meubelair 4 Jenis
Kalteng

Pengadaan Sarana dan Prov

Prasarana Gedung Kantor atau Kalt : Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 Gedung

Bangunan Lainnya alteng

Pengadaan Sarana dan _— .

Prasarana Pendukung Gedung KPII?V' ‘Ii:nmtlélrh jenis belanja perlengkapan gedung 2 Jenis

Kantor atau Bangunan Lainnya alteng

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

'\Pﬂir;]);/ic::;an Jasa Surat KZIrtc:a\;l.g Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat 2 Jenis

Penyediaan Jasa Komunikasi, Prov. . . .

Sumber Daya Air dan Listrik Kalteng Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan 4 Jenis

Penyediaan Jasa Peralatan dan Prov. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis

Perlengkapan Kantor Kalteng yang dipelihara

Penyediaan Jasa Pelayanan Prov. Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD 12 Bulan

Umum Kantor Kalteng Prov. Kalteng

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prov. Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan 2 Jenis

Perizinan Kendaraan Dinas Kalteng danperbaikan

Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel Prov. Jangka pemeliharaan Mebeleur 12 Bulan
Kalteng

Pem_ellha_raan Peralatan dan Prov. Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki 5 Jenis

Mesin Lainnya Kalteng

Pe_mellharaan Aset Tetap Prov. Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan 1 Lokasi

Lainnya Kalteng

Pemeliharaan/Rehabilitasi . e

Gedung Kantor dan Bangunan Prov. Jugnlah/ﬁekerja?jn rehl?blllta5| 8 Pekerjaan

Lainnya Kalteng sedang/beratgedung kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Prov. Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan 3 Pekeriaan

Pendukung Gedung Kantor atau Kalteng tempat parkir !

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
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Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Prov. .
KUA dan PPAS Kalteng Jumlah Laporan yang dikelola 2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Prov Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan Kalt : Perubahan 2 Dokumen
PPAS alténg | ApBD TA.2021
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Prov. Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 1
APBD dan Peraturan Kepala Kalt APBD Raperda/Raperaub
Daerah tentang Penjabaran alteng P perg
APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang .
Perubahan APBD dan Peraturan KPIrtO V- ‘;%?Llsghz(;rf;gg Gubernur tentang Penjabaran 1 Perda/Pergub
Kepala Daerah tentang alteng
Penjabaran Perubahan APBD
N Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri
Koordinasi dan Penyusunan -
. . . Prov. Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang 1 Tahun
Anagaran Kalteng APBD
99 se Kalimantan Tengah
Pembinaan Perencanaan Prov Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam
Penganggaran Daerah : rangka 1 Tahun
Pemerintah Provinsi Kalteng penyusunan kebijakan keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Prov Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi
Daerah tentang Pajak dan Kalt . hasil a'akprovinsi kepada kabu atgn/kc?ta 1 Peraturan
Retribusi Kabupaten/Kota alteng pajaxp P P
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Prov. Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali 2 Peraturan
Rancangan Peraturan Kepala Kalteng tentangAPBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota dan Prov Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali
Rancangan Peraturan Kepala Kalt : tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota yang 2 Peraturan
Daerah tentang Penjabaran alteng dievaluasi
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali
Kabupaten/Kota dan Prov. .
tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan 2 Peraturan
Rancangan Peraturan Kepala Kalteng i
. APBDKabupaten/Kota yang dieval

Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Prov. Jumlah jenis laporan posisi kas daerah 4 Jenis
Daerah Kalteng
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi Prov. Jumlah Laporan Administrasi 1 Jenis

Kalteng

Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
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Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan

Transaksi Non Tunai dengan Prov. Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja .
1 Jenis
Lembaga Keuangan Bank dan Kalteng langsung
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Serta Prov
Pemungutan dan Pemotongan Kalt : Jumlah pengelolaan gaji PNS 12 Bulan
Atas SP2D dengan Instansi alteng
Terkait
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Tersusunnya Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan 14Kab/Kota | tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan 2 Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional . S S
Penyelenggaraan Akuntansi 14Kab/Kota | Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan 1 Aplikasi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan Jumlah Peraturan Gubernur tentang
Pelaporan Keuangan 14Kab/Kota KebijakanAkutansi 1 Peraturan
Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan
Analisis Perencanaan dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota
Penyaluran Bantuan Keuangan 14Kab/Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada 1 Tahun
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Pengelolaan Dana Darurat dan .
Mendesak 14Kab/Kota | Tersedianya Dana Darurat 1 Tahun
Pengelolaan Dana Bagi Hasil . . . -
Provinsi 14Kab/Kota | Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Prov. , .
Penyusunan Standar Harga Jumlah buku analisa standar belanja 20 buku
Kalteng
Penyusunan Rencana Prov.
Kebutuhan Barang Milik Daerah Kalteng Jumiah buku RKEMD 20 buku
Penatausahaan Barang Milik Prov. Jumlah pengelolaan aset milik Badan
14 Kab/Kota
Daerah Kalteng Keuangandan Aset Daerah
Inventarisasi Barang Milik Prov. Jumlah laporan inventarisasi barang milik .
1 Jenis
Daerah Kalteng daerah
Pengamanan Barang Milik Prov. Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah .
N 2 Jenis
Daerah Kalteng ProvinsiKalimantan Tengah
Jumlah Aplikasi yang dikelola
Pengawasan dan Peng_gndallan Prov. Laporan Inventaris barang 1 Aplikasi
Pengelolaan Barang Milik Kalt 1 Laporan
Daerah alteng 100 %

Meningkatnya penerimaan yang akan
menambahPAD
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Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Prov. . .
Pemusnahan. dan Kalteng Data barang yang akan dihapus 2 Kategori
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Prov. Laporan pengadaan barang triwulan 1, II, lll, dan
Penyusunan Laporan Barang Kalt Y, 4 Laporan
Milik Daerah alteng

Buku laporan pelaksanaan seluruh
Penyusunan Laporan Barang Prov. IBeFt;;Aag?ggrdasarkan anggaran yang ada dalam 1 Laporan
Milik Daerah Kalteng Jumlah buku laporan neraca barang

milikPemprov. Kalteng

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat
daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya melakukan tugas
koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan
daerah yaitu membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Keuangan dan Aset
Daerah pada tahun 2023 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan
kegiatan langsung dari masyarakat yang lebih bersifat teknis. Namun selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah
mengakomodir usulan masyarakat berupa subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan yang diusulkan baik dari organisasi, lembaga maupun

kelompok masyarakat serta pemerintah desa.
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BAB Il

TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN
KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana
Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang harus disinkronisasikan dengan
kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,
dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang llmu Pengetahuan dan Teknologi
a. Peningkatan Kapasitas IImu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Peningkatan Ketahanan Air;
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b. Penguatan Konektivitas Nasional:
1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan
b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
b. Pengelolaan Risiko Bencana;
c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
b. Peningkatan Ketahanan Energi;
c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan
Hidup.
Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024,
dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari visi
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” yaitu :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
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3.2

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung
tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan
potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang
pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan
DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tabel Terlampir 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
a. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Searah dengan
kebijakan Umum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
b. Sasaran
Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan
sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang Akuntabel.
Tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset
Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024 58



dan Harmonis)

Visi : “Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH”(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Umum Daerah
dan Peraturan
Perundang-

undangan

mengakomodir visi dan
misi pemerintah daerah
serta sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Peningkatan kualitas
laporan keuangan
pemerintah daerah yang
mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Peningkatan koordinasi
dan pembinaan
pengelolaan keuangan
daerah kepada
Kabupaten/Kota se
Kalimantan Tengah.
Memberikan kesempatan
kepada aparatur di bidang
pengelolaan keuangan
daerah untuk
meningkatkan

kompetensinya.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan | Terwujudn Peningkatan koordinasi . Melakukan
Pengelolaan ya tata dan sinergisitas perencanaan

Keuangan kelola perencanaan anggaran anggaran secara
Daerah, yang | keuangan baik antar SKPD maupun secara akuntabel, adil,

Searah daerah dengan pemerintah pusat transparan, partisipatif,

dengan yang dalam mewujudkan APBD efektif, dan efisien.

kebijakan Akuntabel yang berkualitas, yang . Meningkatkan sistem

pelaporan keuangan
yang sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

yang berlaku.

. Melakukan pembinaan

secara intensif dan
mengevaluasi APBD
Kabupaten/Kota dalam
rangka pengelolaan

keuangan daerah.

. Penyusunan Estandar

Operasional Prosedur
(SOP) dalam
pelaksanaan tugas
dan fungsi secara
cepat, tepat,
transparan dan

profesional.

. Pengelolaan

administrasi aset dan
keuangan daerah yang
baik

. Persiapan SDM

aparatur pelaksana
pemerintahan.
Optimalisasi kinerja

aparatur.

Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024

59




3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan
kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat
diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai

sasaran tertentu.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang
mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan
jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan,
dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-
aspek yang relevan. Sehingga output Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Program Tahunan yang sesuai
dengan indikator kinerja program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Perumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi
Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan

Tengah.
b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program awal yang diusulkan untuk dilaksanakan di Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
adalah 3 (tiga) program yang didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan dan

69 (enam puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Provinsi
Kalimantan Tengah serta luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sifat
penyebarannya adalah diseluruh wilayah Provinsi dan melingkupi semua

Kabupaten/Kota.
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BAB IU

GANA KERIA DAN PENDANRAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen
yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi
program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta
pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Terlampir :
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Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Urusan/Bidang

Rencana Tahun 2024

Catat

Prakiraan Maju Rencana

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Kebutuhan an Tar eiahun 2?(2e?3utuhan
Daerah dan Program/Kegiatan . 9 Sumber | Penti 9
Program/kegiatan fekes Cgpalgn Da_na/P agu Dana ng Cgpalgn Da_na/_P agu
Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
512]1 PEMERINTAHAN 24.471.413.269 26.918.554.52
DAERAH PROVINSI
10 Perencanaan,
. Penganggaran, dan
5(2/1 1 Evaluasi Kinerja 317.105.601 348.816.161
Perangkat Daerah
1.0 Penyusunan Dokumen Prov. APBD
51211 1 geren(k:lanaan Perangkat | Jumlah dokumen Renja SKPD Kalteng 2 Dokumen 85.000.000 2 Dokumen 93.500.000
aeral
1.0 Koordinasi dan Prov. 21.500.000 APBD
51211 l Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen 23.650.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Prov. 15.000.000 APBD
5/2|1 1i0 Penyusunan Dokumen ;:mllgzhc;%kumen perencanaan Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen 16.500.000
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Prov. 15.000.000 APBD
5121 1.0 Penyusunan DPA- Jumiah Dokumen Pelaksanaan Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen 16.500.000
1 SKPD Anggaran
Koordinasi dan Prov. 15.000.000 APBD
521 1.0 Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kalten 1 Dokumen 1 Dokumen 16.500.000
1 DPA-SKPD Perubahan Anggaran 9
Koordinasi dan Prov. 8.000.000 APBD
Penyusunan Laporan : Kalten
5/2(1] L0 Capaian Kinerja dan fg‘;ﬂgsido"“me” rencana kerja, 9 | 2 Dokumen 2 Dokumen 8.800.000
1 Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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5121 1 Perangkat Daerah Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Kalteng 2 Dokumen 2 Dokumen 173.366.161
1.0 Administrasi
5121 : Keuangan Perangkat 11.949.651.905 13.144.617.09
2 Daerah 6
; . ; . : Prov. APBD
5021 1.0 Pen_yedlaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kalten 12 Bulan 12 Bulan 12.940.481.78
2 Tunjangan ASN ASN g 11.764.074.354 9
10 Koordinasi dan Prov. APBD
. Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan akhir Kalten
5/2]1 5 Keuangan Akhir Tahun | tahun g 1 Dokumen 1 Dokumen 57.058.554
SKPD 51.871.413
Koordinasi dan Prov.
521 1.0 Eiﬂéﬂ;ﬁﬂa" Laporan Jumlah dokumen laporan Kalteng 1 Dokumen 382.449 1 Dokumen 53.562.049
2 Bulanan/Triwulanan/Se semesteran 800
mesteran SKPD 48.692.772
1.0 Penyusunan Pelaporan | Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi Prov. APBD
5121 2 dan Analisis Prognosis anggaran Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen 93.514.703
Realisasi Anggaran SKPD 85.013.366
521 1.0 Qﬂfﬂigs"aﬁi Badrang 835.158.798 APED 918.674.678
ilik Daerah pada . . .674.
3 Perangkat Daerah
1.0 Pengamanan Barang - . Prov. _ 433.202.379 | APBD _
5121 3 Milik Daerah SKPD Jumlah jenis asuransi Kalteng 3 Jenis 3 Jenis 476.522.617
1.0 Pemanfaatan Barang Jumlah aset milik daerah yang Prov. . 401956419 | APBD .
5121175 Milik Daerah SKPD dikelola Kalteng 7 Lokasi 7 Lokasi 442.152.061
Administrasi
521 1.0 Kepegawaian 206.976.812 227.674.493
3 Perangkat Daerah
Pend_ldlkan dan _ Jumlah PNS yang mengikuti 206976812
1.0 Pelatihan Pegawai . : .
5121 diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakar 7 Orang 7 Orang 227.674.493
5 Berdasarkan Tugas dan
Fungsi ya/workshop
1.0 ini [
5/2|1] ¢ ﬁgg:‘”éigtaggggﬁm 1.655.390.470 1.820.929.517
10 Penyediaan Komponen Prov. 41.037.150 APBD
. Instalasi Jumlah komponen listrik untuk Kalten
51211 6 Listrik/Penerangan bangunan kantor J 13 Komponen 13 Komponen 45.140.865
Bangunan Kantor
Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024 63



. Prov. 793.500.000 APBD
1.0 Penyediaan Peralatan Jumlah jenis belanja Kalten : :
5121 2 | dan Perlengkapan 9 6 Jenis 6 Jenis 872.850.000
6 K peralatan/perlengkapan kantor
antor
Prov. 96.800.000 APBD
. Jumlah lokasi yang Kalteng
51211 1.0 3 Penyediaan Peralatan membutuhkanperalatankebersihan 1 Lokasi 1 Lokasi 106.480.000
6 Rumah Tangga dan bahan pembersih
Penyediaan Barang _ Prov. 50.000.000 | APBD
5121 1.0 5 | Cetakan dan ?;ggih jenis barang cetakan dan Kalteng 6 Jenis 6 Jenis 55.000.000
6 Penggandaan by
Penyediaan Bahan Prov. 130.680.000 APBD
5/2|1 160 6 | Bacaan dan Peraturan | Jumlah jenis media cetak Kalteng 2 Jenis 2 Jenis 143.748.000
Perundang-undangan
1.0 Fasilitasi Kunjungan Jumlah durasi keperluan makan dan 120.338.904
51211 6 8 Tamu minuman 12 Bulan 12 Bulan 132.372.794
1.0 Penyelenggaraan Rapat | Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Prov. 251.977.101 | APBD
5121 ) 9O | Koordinasi dan Koordinasidan Konsultasi dalam Kalteng 12 Bulan 12 Bulan 277.174.811
6 Konsultasi SKPD daerah
1.0 1 g;f:&gggrssrl%ﬁﬁgﬁan Jumlah Laporan Pelaksanaan Prov. 171.057.315 APBD
521 6 1 | Berbasis Elektronik Sistem PemerintahanBerbasis Kalteng 3 Jenis 3 Jenis 188.163.047
Elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang
5/2]1 1%0 '\P",'e'r']'f”?jzli;atmsan 557.300.000 613.030.000
Pemerintah Daerah
1.0 o _ Prov. ) 457.300.000 APBD )
5/2|1 7 5 | Pengadaan Mebel Jumlah jenis pengadaan Meubelair Kalteng 4 Jenis 4 Jenis )
101 Pengadaan Sarana dan Prov. 100.000.000 APBD
. Prasarana Pendukung Jumlah jenis belanja perlengkapan Kalteng . .
5/2/1 7 1 | Gedung Kantor atau gedung kantor 2 Jenis 2 Jenis 110.000.000
Bangunan Lainnya
1.0 Penyediaan Jasa
521 8 Penunjang Urusan 4.331.656.350 4.764.821.985
Pemerintahan Daerah
1.0 Penyediaan Jasa Surat | Jumlah paket jasa pengiriman surat- Prov. . 25.000.000 | APBD .
5(2]1 3 1| Menyurat menyurat Kalteng 2 Jenis 2 Jenis 27.500.000
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Penyediaan Jasa : Prov. 803.234.076 APBD
512] 1] 10| 2| komunikasi, Sumber | Jumlah Jenis Pembayaran yang 4 Jenis 4 Jenis 883.557.484
Kalteng
8 Daya Air dan Listrik dilakukan
1.0 Penyediaan Jasa Jumlah jenis peralatan dan Prov. 80.000.000 | APBD
eralatan dan perlengkapan kantor alteng enis enis .000.
51211 : 3 | Peral d I ki ki Kalt 5 Jeni 5 Jeni 88.000.000
8 Perlengkapan Kantor yang dipelihara
1.0 Penyediaan Jasa Terakomodirnya gaji ASN Prov. 3.423.422.274 APBD
5121 3 4 Eglri)é?nan Umum PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng Kalteng 12 Bulan 12 Bulan 3.765.764.501
Pemeliharaan Barang
1.0 Milik Daerah
5/2|1 : 4.618.173.333 5.079.990.666
9 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Prov. 798.113.333 APBD
Pemeliharaan, Biaya Kalteng
1.0 pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan dinas yan
521 7 2 | dan Perizinan . - yang 2 Jenis 2 Jenis 877.924.666
9 . diurus perizinan danperbaikan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Prov. 9.680.000 APBD
5121 190 5 | Pemeliharaan Mebel Jangka pemeliharaan Mebeleur Kalteng 12 Bulan 12 Bulan 10.648.000
1.0 Pemeliharaan Peralatan | Jumlah jenis peralatan kerja yang Prov. . 39.000.000 | APBD .
5121 o] 6 dan Mesin Lainnya diperbaiki Kalteng 5 Jenis 5 Jenis 42.900.000
Pemeliharaan/Rehabilit ; S Prov. 2.500.000.000 APBD
521 1.0 9 | asi Gedung Kantor dan Jumlah pekerjaan rehabilitasi Kalteng 8 Pekerjaan 8 Pekerjaan | 2.750.000.000
9 Bangunan Lainnya sedang/beratgedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilit Prov. 1.271.380.000 APBD
1.0 | 1| asiSaranadan Jumlah paket pekerjaan pagar, Kalteng - i
521 9 1 Z?dsfﬁzniapmeé’rdﬁéﬁ”g halaman dan tempat parkir 3 Pekerjaan 3 Pekerjaan 1.398.518.000
Bangunan Lainnya
5(2(2 EESSERl_A(gALAAN 1'095'349'6655' 1.204.884.631.
KEUANGAN DAERAH 981
1.0 Koordinasi dan
522 1 Penyusunan Rencana 3.213.100.270 3.534.410.297
Anggaran Daerah
1.0 Koordinasi dan Prov. 429.929.750 APBD
52| 2 1 1 | Penyusunan KUA dan Jumlah Laporan yang dikelola Kalteng 2 Dokumen 2 Dokumen 472.922.725
PPAS
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1.0 ggg;ﬂ?ﬁﬁgga;erubahan Jumlah Dokumen Bahan KP|rtOV' 130.326.288 APBD
5/2|2 1 KUA dan Perubahan Penyusunan PerubahanAPBD aiteng 2 Dokumen 2 Dokumen 143.358.917
TA.2021
PPAS
Koordinasi dan Prov. 490.623.964 APBD
1.0 gzg)rlsrsl L:gﬁparlil’er:;ulga[)n Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kalteng 1 1
5(2|2] 7, g Penjabaran Raperda/Rap Raperda/Rap 539.686.360
1 dan Peraturan Kepala
Daerah tentang APBD ergub ergub
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Prov. 485.647.657 | APBD
Penyusunan Peraturan Kalteng
Daerah tentang
1.0 Perubahan APBD dan Jumilah Peraturan Gubernur tentang 1 1
522 Peraturan Kepala Penjabaran Perda/Pergub Perda/Pergub 534.212.423
1 Perubahan APBD
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
o Jumlah Kegiatan Sosialisasi Prov. 328.550.936 | APBD
1.0 goordlna& da'Q lasi Peraturan Menteri Kalteng
5122 ) S;Tgu;;&?kaf%? daasr: Dalam Negeri tentang Pedoman 1 Tahun 1 Tahun 361.406.030
1 An aranj g Penyusunan APBD
99 se Kalimantan Tengah
10 Pembinaan Jumlah rapat-rapat Koordinasi PIrOV- 1.348.021.675 | APBD
. Perencanaan TAPD dalam rangka Kalteng
5|22 1 Penganggaran Daerah penyusunan kebijakan keuangan 1 Tahun 1 Tahun 1.482.823.843
Pemerintah Provinsi Daerah
10 Pembinaan Prov. APBD
. Pengelolaan Kalten
5(2|2 5 Keuangan Daerah 9 517.940.712 569.734.783
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Prov. 85.580.000 APBD
eraturan Daeral umlah keputusan Gubernur tentang
5122 ) tentang Pajak dan bagi hasilpajak provinsi kepada 1 Peraturan 1 Peraturan 94.138.000
2 Retribusi kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Prov. 137.049.500 APBD
1.0 ;irtzt#ragpgzﬁrah Jumlah Raperda dan Kalteng
5122 ) Kabu gten/Kota dan Raperbup/Reperwali tentangAPBD 2 Peraturan 2 Peraturan 150.754.450
2 Rancgngan Peraturan Kabupaten/Kota yang dievaluasi
Kepala Daerah tentang
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Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

1.0

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Raperda dan
Raperbup/Reperwali
tentangPerubahan APBD
Kabupaten/Kota yang dievaluasi

Prov.
Kalteng

2 Peraturan

127.140.060

APBD

2 Peraturan

139.854.066

1.0

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Raperda dan
Raperbup/Reperwali
tentangPertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota
yang dieval

Prov.
Kalteng

2 Peraturan

168.171.152

APBD

2 Peraturan

184.988.267

1.0

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Prov.
Kalteng

811.433.218

APBD

892.576.540

1.0

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah jenis laporan posisi kas
daerah

Prov.
Kalteng

4 Jenis

206.699.836

APBD

4 Jenis

227.369.820

1.0

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Jumlah Laporan Administrasi

Prov.
Kalteng

1 Jenis

167.620.416

APBD

1 Jenis

184.382.458
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1.0

Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Jumlah Jenis Laporan administrasi
belanja langsung

Prov.
Kalteng

1 Jenis

252.206.797

APBD

1 Jenis

277.427.477

1.0

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Jumlah pengelolaan gaji PNS

Prov.
Kalteng

12 Bulan

184.906.169

APBD

12 Bulan

203.396.786

1.0

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Prov.
Kalteng

602.434.207

APBD

662.677.628

1.0

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

Tersusunnya Peraturan Daerah
tentangPertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

2 Peraturan

280.000.000

2 Peraturan

308.000.000

1.0

Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

Jumlah aplikasi yang terkoneksi
jaringan

Prov.
Kalteng

1 Aplikasi

216.404.750

APBD

1 Aplikasi

238.045.225

1.0

o r

Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Peraturan Gubernur tentang
KebijakanAkutansi

Prov.
Kalteng

1 Peraturan

106.029.457

APBD

1 Peraturan

116.632.403
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10 Penunjang Urusan Prov. APBD
5022 . g:xveggg;n Kalteng 1.090.204.7573.8 1,199 295.932.
S 9 733
Keuangan Daerah
Jumlah monitoring bantuan sosial, KZIrtoe\;g 6.979.734.300 APBD
hibah dan
1.0 Analisis Perencanaan bantuan keuangan di
5122 . dan Penyaluran Kabupaten/Kota 1 Tahun 1 Tahun 7.677.707.730
S Bantuan Keuangan Tersalurnya Bantuan Keuangan
Kepada
Pemerintahan Desa / Kelurahan
107.122.806.028
5122 15'0 BZ?L?gt()lc?;nnl\?::sesak Tersedianya Dana Darurat 1 Tahun 1 Tahun 117.835.086.6
31
1.0 Pengelolaan Dana Bagi | Tersedianya Dana Bagi Hasil Prov. 976.102.216.702 APBD
5 2 2 5 Hasil Provinsi Provinsi Ka|teng 1 Tahun 1 Tahun 1.073.712.4—33782.
PROGRAM
PENGELOLAAN
5/2|3 BARANG MILIK 2.109.315.167 2.320.246.684
DAERAH
1.0 Pengelolaan Barang Prov. APBD
5123 1 Milik Daerah Kalteng 2.109.315.167 2.320.246.684
Prov. 225.681.749 APBD
51213 1i0 E'Z?g:sunan Standar Jumlah buku analisa standar belanja Kalteng 20 buku 20 buku 248.249.924
1.0 Penyusunan Rencana Prov. 24.693.680 APBD
51213 1 gebutl;]han Barang Milik | Jumlah buku RKBMD Kalteng 20 buku 20 buku 27.163.048
aera
1.0 Penatausahaan Barang | Jumlah pengelolaan aset milik Prov. 203.039.331 | APBD
5/2|3 Milik Daerah Badan Keuangandan Aset Daerah Kalteng 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota 223.343.264
1
1.0 Inventarisasi Barang Jumlah laporan inventarisasi barang Prov. . 249.148.523 | APBD .
5123 1 Milik Daerah milik daerah Kalteng 1 Jenis 1 Jenis 274.063.375
1.0 Pengamanan Baran Jumlah Jenis Pengamanan Aset Prov. 588.652.749 | APBD
51213 ) >Ny 9 Pemerintah ProvinsiKalimantan Kalteng 2 Jenis 2 Jenis 647.518.024
1 Milik Daerah Tengah
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Prov. 493.528.735 APBD
Pengawasan dan Jumlah Aplikasi yang Kalteng I I
1.0 Pengendalian dikelolaLaporan Inventaris 1 Aplikasil 1 Aplikasil
5123 9 . . Laporan100 Laporan100 542.881.609
1 Pengelolaan Barang barangMeningkatnya penerimaan % %
Milik Daerah yang akan menambahPAD
Optimalisasi Prov. 238.574.490 APBD
Penggunaan, Kalteng
1.0 1 Pemanfaatan,
512|383 1 0 Pemindahr'][angznan, Data barang yang akan dihapus 2 Kategori 2 Kategori 262.431.939
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
10 1 Rekonsiliasi dalam Prov. 69.440.690 | APBD
. rangka Penyusunan Laporan pengadaan barang triwulan Kalten
5/2|3 1 1 | Laporan Barang Milik I, Il, lll, dan IV g 4 Laporan 4 Laporan 76.384.759
Daerah
Buku laporan pelaksanaan seluruh Prov. 16.555.220 | APBD
1.0 | 1| Penyusunan Laporan kegiatanberdasarkan anggaran yang Kalteng
5123 Barana Milik Daerah ada dalam DPA SKPD 1 Laporan 1 Laporan 18.210.742
1 2 9 Jumlah buku laporan neraca barang
milikPemprov. Kalteng
JUMLAH
1'121'930'393;2 1.234.123.433.
260
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BAB U
PENUTUP

Penyempurnaan Akhir Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan
berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021 - 2026 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2024.

Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah juga merupakan
dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2024
dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai
dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2024 lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Keuangan dan Aset
Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa
mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah

membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen
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